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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk

membiayai dan memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan

bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang - undangan.

Dalam mewujudkan masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal

yang mudah. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah saling

menyadari tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut

sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak.

Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak

secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang

digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai data pendukung terdapat pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah

kontribusi wajib warga negara pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung namun berupa pembangunan sarana umum yang berguna bagi

masyarakat. Dalam hal ini salah satu pajak yang dibahas oleh penulis adalah Pajak

Daerah Kabupaten Jember khususnya pajak restoran.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak restoran diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah

satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka

membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember.
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Berdasarkan uraian diatas maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi

judul “PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN JEMBER”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui prosedur akuntansi pendapatan pajak restoran pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Membantu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur

akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Bagi Mahasiswa

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi.

b. Meningkatkan, memperluas, memantapkan keterampilan yang

akan membentuk kemampuan sebagai bekal untuk memasuki

lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya.

c. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek

untuk mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama

mengikuti perkuliahan serta mampu dalam memecahkan masalah.

d. Memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan

program-program perkembangan di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

e. Sebagai sarana untuk memahami prosedur-prosedur akuntansi yang

ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

f. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman yang

belum pernah di dapat pada saat kuliah.
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2. Bagi Universitas Jember

Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau instansi

dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerjasama lebih

lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berada di Jl. Jawa no.72 (68118)

Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari pada

bulan Februari dan Maret 2016, terhitung mulai dari 1 Februari – 1 Maret 2016.

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan
menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No. Kegiatan Minggu Ke-

I II III IV

1 Perkenalan dengan pembimbing Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember beserta karyawan yang

bersangkutan.

X

2 Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak ditunjuk

sehubungan dengan judul yang diambil.

X X X X

3 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

X X X X

4 Mengumpulkan  data dan menyusun catatan penting

untuk membuat konsep Laporan Praktek Kerja Nyata.

X X X

5 Konsultasi dan penyusunan laporan X X

1.5 Bidang Ilmu

Bidang ilmu merupakan suatu landasan yang di dalam melaksanakan PKN

dengan korelasi terhadap objek atau masalah yang dituju. Bidang ilmu yang

dijadikan landasan atau pedoman dapat diperoleh secara teoritis dalam :

1. Sistem Akuntansi.

2. Perpajakan.
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BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Al Haryono Jusup (2011:4), akuntansi adalah suatu disiplin yang

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara

efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.”

Menurut Rudianto (2012:4), akuntansi adalah sistem informasi yang

menghasilkan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan

kondisi suatu perusahaan.

Dari beberapa uraian para ahli tentang akuntansi diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu aktifitas (mengidentifikasi,

mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang

menghasilkan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan yang dibutuhkan

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan tentang

perekonomian.

2.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir,

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan

pengelolaan perusahaan.

Unsur suatu sistem akuntansi adalah formulir dan catatan yang terdiri dari

jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Berikut adalah pengertian

masing-masing unsur sistem akuntansi tersebut:

1. Formulir

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi.

Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir

peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam diatas secarik kertas. Dalam
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sistem akuntansi secara manual, media yang digunakan untuk merekam

pertama kali data adalah formulir yang dibuat dari kertas.

2. Catatan

a. Jurnal

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat,

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

b. Buku Besar

Merupakan rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data

keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

c. Buku Pembantu

Merupakan rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang

tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

d. Laporan

Merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dapat berupa neraca, laporan

laba rugi, laporan laba yang ditahan, laporan harga pokok.

2.3 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2010:5), prosedur adalah urutan kegiatan klerikal,

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang

terjadi berulang.

Menurut Zaki Baridwan (1990:3), prosedur merupakan urutan pekerjaan

klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering

terjadi.

Menurut Sri Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23), prosedur

adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis

berdasarkan urutan – urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat

menyelesaikan suatu permasalahan.
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Dari beberapa pendapatan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

prosedur adalah suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa

orang dalam suatu bagian departemen, serta disusun untuk menjamin penanganan

secara seragam terhadap transaksi - transaksi suatu instansi yang terjadi berulang

– ulang.

2.4 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 232, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Abdul Halim (2012:35), akuntansi keuangan daerah adalah suatu

proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari

suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Abdul Hafiz (2006:35), akuntansi keuangan daerah adalah

serangkaian proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan

dalam bentuk unit moneter atas berbagai transaksi dan kejadian – kejadian yang

bersifat keuangan yang berguna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang berdasarkan atas asas otonomi dan prinsip yang berlaku di wilayah NKRI.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi

keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang

disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan

oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil

keputusan ekonomi.
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2.5 Pendapatan Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan

daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari

penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu

sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pendapatan daerah yaitu

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan daerah adalah pendapatan yang

diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan

daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli

daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan

keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya

pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut

diatur oleh peraturan daerah.

2.5.2 Sumber – Sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan untuk

membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber – sumber

penerimaan daerah menurut Undang – Undang RI No.32 Tahun 2004, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :

a. Pajak daerah, yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan

oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum

publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah

yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya

tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dipaksakan.
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b. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan

daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa

pekerjaan, dan usaha milik pemerintah daerah bersangkutan.

c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah

dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan

daerah yang disetor ke kas daerah, yang berguna untuk pengembangan

pembangunan daerah tersebut.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli

daerah, pendapatan dinas - dinas.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum,

dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.6 Pajak

2.6.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib warga

negara pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun

berupa pembangunan sarana umum yang berguna bagi masyarakat.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2), pajak adalah iuran tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum.
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Menurut Rachmat Soemitro (1990:5), pajak adalah iuran kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak

dapat dibagi beberapa unsur, yaitu:

1. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Negara adalah satu-satunya

pihak yang berhak untuk memungut pajak. Dapat dilakukan oleh pemerintah

pusat ataupun pemerintah daerah. Pajak haruslah berupa uang bukan barang

(goods).

2. Pajak dapat ditarik berdasarkan konstitusi yang ada seperti Undang - Undang.

Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan (the nature of taxation is imposed)

berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang - Undang beserta aturan

pelaksanaannya.

3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah (No contra directly

by the government) dalam pembayaran pajak.

4. Digunakan untuk mendanai atau membiayai pengeluaran negara (belanja

negara).

2.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak memiliki peranan yang sangat

penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Dalam Resmi (2015:3), terdapat dua fungsi pokok pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya
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tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi,

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka

tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar

pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat

memperbesar devisa negara.

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu

seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain.

Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau menimbulkan polusi.

e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.

Dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

menanamkan modalnya di Indonesia.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok

pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) sebagai sumber dana yang

diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi

regulerend (mengatur) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan

di bidang sosial dan ekonomi.

2.6.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2), ada beberapa syarat pemungutan pajak,

yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan

Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

2. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945, bahwa pajak dan pungutan yang bersifat

untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-

Undang harus dijamin kelancarannya.

b. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk diperlakukan secara umum.

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu

kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan
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menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat

kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil)

Syarat finansiil ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak

merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk

menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan

pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa

memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan

biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam

pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak

dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan

memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan

kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan

pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.6.4 Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3,

yaitu:

1. Menurut golongan:

a. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus

menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan

tidak langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak

lain, pemungutannya bersifat insidentil.
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2. Menurut sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat

I dan Tingkat II yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah

Otonom Tingkat I dan Tingkat II.

2.6.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6), asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3,

yaitu:

1. Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak

di wilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini

berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya

pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan
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berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini

berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

2.6.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:10), sistem pemungutan pajak dapat dibagi

menjadi 3 sistem, yaitu:

1. Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

2. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.6.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat

dikelompokan menjadi 2, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.
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2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar

peraturan perpajakan.

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

2.7 Pajak Daerah

2.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian  pajak daerah berdasarkan Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya

kemakmuran rakyat.

Menurut Marsyahrul (2006:5), pajak daerah adalah pajak yang di kelola

oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah

TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan

pembangunan daerah (APBD).

Menurut Siahaan (2010:10), pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan

daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17

daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.7.2 Jenis Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Jenis pajak daerah Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

a.Pajak Hotel;

b.Pajak Restoran;

c.Pajak Hiburan;

d.Pajak Reklame;

e.Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.Pajak Parkir;

h.Pajak air dan tanah;

i. Pajak sarang burung walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan

k.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
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2.8 Pajak Restoran

2.8.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011,

Tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Menurut Mardiasmo (2011:14), pajak restoran adalah iuran atau pungutan

yang ditujukan untuk restoran,cafe, ataupun sejenisnya yang iuran pajaknya

dipungut sesuai Undang – Undang yang telah ditentukan.

Menurut Siahaan (2005:272), dalam peemungutan pajak restoran terdapat

beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat

berikut ini:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan

katering.

2. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun,

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di

bidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada

pemilik rumah makan.

4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti

pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan

pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
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2.8.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek dan subjek  pajak restoran, antara lain:

1. Objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya,

pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan meliputi penjualan

makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk

penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

2. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli

makanan dan/atau minuman dari restoran, rumah makan, cafe, bar, dan

sejenisnya.

3. Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran, rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

2.8.3 Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah, pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan

oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Pelayanan yang disediakan oleh

restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp

3.000.000,00 per bulan maka tidak termasuk objek pajak.

2.8.4 Tarif Pajak Restoran

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan

ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkuta. Untuk

tarif pajak restoran wilayah Kabupaten Jember telah di tetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

yaitu sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang di hitung denagn

cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran

yang di terima atau yang seharusnya di terima oleh restoran).
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Contoh Perhitungan :

Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain = Rp. 30.000.000,00

Tarif Pajak = 10%

Pajak Restoran = Rp.30.000.000,00x10%

= Rp. 3.000.000,00

2.8.5 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah, masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) bulan kalender. Saat terutangnya pajak restoran ditetapkan pada saat terjadi

pelayanan di restoran, pajak yang terutang harus dilunasi sejak disampaikannya

Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).

2.8.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal

110 ada beberapa sanksi yang si berikan kepada wajib pajak yang melanggar

ketentuan tentang pembayaran pajak restoran, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang tidak mengindahkan SPTPD sampai jangka waktu yang di

tetapkan akan di kenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua

persen) tiap bulannya.

2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang

tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, SPOP atau

mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan melampirkan keterangan yang

tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan
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hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
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BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA

NYATA

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Jember oleh

pemerintah pusat, pada tahun 1967 kedudukan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub

Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Setelah diberlakukannya otonomi daerah

dan kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata maka Sub Direktorat Dinas

Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember.

Sejalan dengan terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar

bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri

Dalam Negeri (MENDAGRI) yang sampai saat ini masih dipertanggung

jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah

bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang

administrasi melalui Sekretaris Daerah.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki visi dan misi. Visi

dinas pendapatan ini di gambarkan dalam proyek lima tahun ke depan tentang

struktur dan keadaan pendapatan daerah kabupaten jember yang di wujudkan dan

di capai dalam lima tahun yang akan datang. Adapun visi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam
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BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah di laksanakan di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten jember berkaitan dengan Pelaksanaaan Prosedur

Akuntansi Pendapatan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

jember, Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember merupakan badan yang

mempunyai tugas di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan

retribusi daerah Kabupaten Jember. Berikut adalah jenis-jenis pajak yang di

olah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak air dan tanah, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.

2. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran melibatkan bagian:

a. Bidang Pendataan dan Pelayanan.

b. Bidang Penetapan dan Verifikasi.

c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

d. Bidang Penagihan dan Operasional.

e. Bank.

3. Prosedur Pemungutan Pajak Pajak Restoran:

a. Prosedur pendaftaran.

b. Prosedur penetapan.

c. Prosedur pembayaran.

d. Prosedur pembukuan dan pelaporan.

4. Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pemungutan Pajak Restoran:

a. Prosedur pendaftaran : Formulir Pendaftaran, NPWPD (Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah).
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b. Prosedur penetapan : SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak

Daerah).

c. Prosedur pembayaran : SSPD (surat Setor Pajak Daerah).

d. Prosedur pembukuan dan pelaporan : STS (Surat Tanda Setoran).

5. Kegiatan yang dilakukan:

a. Membantu meregister buku mutasi pajak.

b. Membantu mengisi buku NPWPD.

c. Mengecek ulang formulir yang sudah di register.
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